
RABU (6/11) merupakan 
era baru kepemimpin-
an Mahkamah Konsti-
tusi (MK) setelah duet 

Hamdan Zoelva dan Arief 
Hidayat mengucapkan sumpah 
di hadapan Majelis Hakim MK 
sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
MK periode 2013-2016. Lafal 
sumpah mudah diucapkan, 
tetapi amat berat konsekuensi 
hukumnya. Selain mereka ber-
tanggung jawab kepada rakyat 
Indonesia sebagai subjek pen-
cari keadilan, itu harus dapat 
dipertanggungjawabkan di 
hadapan Tuhan YME. Harus 
diakui bahwa kredibilitas dan 
kepercayaan  MK pada saat ini 
berada pada titik nadir setelah 
penangkapan Ketua MK Akil 
Mochtar (2/10) terkait dengan 
dugaan suap dalam sengketa 
pemilu kada Gunung Mas, Ka-
limantan Tengah, dan Lebak, 
Banten.

Penangkapan itu menggun-
cang dunia hukum pada um-
umnya dan kredibilitas MK 
sebagai lembaga bentukan 
Pasal 24 e ayat (1) UUD 1945 
yang punya tugas menguji UU 
terhadap UUD, menyelesaikan 
perselisihan antarlembaga ne-
gara, menyelesaikan sengketa 
pembubaran partai politik, me-
nyatakan presiden/wakil pre-
siden telah melanggar haluan 
negara, serta menyelesaikan 
sengketa pemilu kada secara 
langsung.

Atas kejadian penangkapan 
tersebut muncul anggapan 

ketidakpercayaan (distrust) 
atas kinerja MK. Mampu-
kah duet Hamdan dan Arif 
mengembalikan kembali citra 
serta kehormatan MK yang 
bersih dan berwibawa dalam 
penegakan hukum, seperti 
yang pernah dibangun Ketua 
MK sebelumnya, Jimly Asshid-
diqie dan Mahfud MD? 

Penulis berpendapat ada 
beberapa tantangan yang 
menghadang atas kinerja duet 
‘mantan’ politikus dan akade-
misi itu, antara lain, pertama, 
MK memerlukan dukungan 
seluruh kepentingan MK dan 
seluruh rakyat. Tugas tersebut 
menjadi tanggung jawab selu-
ruh komponen bangsa, bukan 
hanya hakim konstitusi. Secara 
teori dalam upaya mengem-
balikan wibawa dan kehor-
matan MK, ada tiga hal yang 
harus dibenahi, yakni secara 
legal substansial. Dalam hal 
itu  perlu direnungkan kem-
bali dan direalisasi  ide untuk 
melakukan penyempurnaan 
UU MK. Ada beberapa pasal 
krusial dalam UU No 8/2011 
sehingga perlu disempurnakan 
kembali. Misalnya soal per-
syaratan menjadi hakim MK, 
sifat putusan MK, parameter 
kenegarawanan calon hakim 
MK, majelis kode etik, Dewan 
Kehormatan Hakim MK, dan 
beberapa masalah krusial 
lain yang berkait erat dengan 
pengaturan UU MK. Kemudian, 
secara legal culture yang lebih 
ditekankan pada mentalitas 

dan integritas aparat birokrasi 
MK yang meliputi birokrasi 
pada Setjen MK, para petu-
gas, dan mental para hakim 
konstitusi yang merupakan 
kombinasi dan representasi 
dari triumvirat presiden, DPR, 
dan MA. Sedikit menoleh ke 
belakang, kehancuran MK 
saat ini disebabkan t idak 
adanya integritas 
dan terjadi demo-
ralisasi oknum ha-
kim di MK dengan 
putusan ‘pesanan’. 
Faktor berikutnya 
pentingnya 
ialah le-
g a l 
c u l -
ture, 
d e -
ngan 
s u -
a t u 
tradisi 
hukum 
masya-
r a k a t 
k i t a 

yang sebagian suka menggang-
gu integritas dan kewibawaan 
lembaga peradilan (MK) de-
ngan berbagai cara untuk 
memengaruhi putusan hakim. 
Faktor budaya hukum masya-
rakat itulah yang amat sulit un-
tuk dibenahi.

Peran masyarakat
Dengan melihat konstruksi 

tiga pilar dalam  sistem hu-
kum (substansi, struktur, dan 
kultur) yang saling berkait, 
tidaklah tepat hanya meny-
alahkan struktur birokrasi MK. 
Sebagian besar ‘runtuhnya’ 
struktur birokrasi pengadilan 
tidak pernah lepas dari peran 
masyarakat dan para pencari 
keadilan yang mencoba meng-
ganggu lembaga peradilan. 

Kedua, sambutan pertama 
kali Hamdan Zoelva sebagai 
Ketua MK yang secara khusus 
diarahkan kepada pengacara 
untuk berhenti melontarkan 
tuduhan dan analisis-analisis 
kepada hakim MK tanpa bukti 
karena bisa merusak citra MK. 
Hamdan juga mengancam jika 
para pengacara terus merecoki 

kinerja MK, dia 
akan melarang 
para penga cara 
untuk beracara 
di MK. Dalam 
perspektif so-
siologis jika 

hal itu be-
nar dilak-
sanakan, 
ancaman 

t e r s e b u t 
sebagai bukti 

bahwa dia menggunakan 
pendekatan kekua-

saan. Ketua 
MK telah 

m e l a -
k u -

kan 
ka-

nalisasi keberatan dan isu-isu 
yang berkembang saat para 
pihak sedang beracara di MK.

Ketiga, soal kedudukan Ketua 
MK karena Hamdan sebelum 
menjadi hakim MK, pernah 
menjadi politikus Partai Bu-
lan Bintang (PBB) dan anggota 
DPR. Keadaan itu tentu terasa 
tidak begitu menguntungkan 
Hamdan, terlebih bila melihat 
kepemimpinan Akil Mochtar 
yang juga mantan politikus 
Partai Golkar. Hamdan ha-
rus sangat banyak belajar 
dan mengambil hikmah dari 
‘keteledoran’ Akil dalam me-
mimpin MK. Sampai kini ma-
sih ada sebagian masyarakat 
tidak memercayai mantan poli-
tikus duduk sebagai hakim MK 
untuk bisa berbuat adil, impar-
sial, dan tidak memihak. 

Hal itu sangat bisa dipahami 
adanya usul revisi atas UU MK 
yang menyarankan agar calon 
hakim tidak berasal parpol 
atau pernah aktif sebagai 
anggota parpol. Berbekal itu-
lah, Hamdan harus membuk-
tikan kepada publik dengan 
putusan-putusan yang mem-
bumi berdasarkan atas kea-
dilan semata dan bukan atas 
pertimbangan-pertimbangan 
perseorangan/golongan atau 
bahkan kepartaian tertentu. 

Memang perlu waktu cukup 
lama untuk dapat memulih-
kan kepercayaan terhadap 
MK. Seandainya kekhawatiran 
publik itu terjadi pada diri 
Hamdan, hal tersebut akan 
menambah catatan kelam 
hakim MK yang pernah jadi 
politikus.

Keempat, terkait dengan 
adanya kemungkinan ‘perla-
wanan’ publik dan para pihak 
yang beperkara (terutama 
yang berkait dengan sengketa 
pemilu kada secara langsung) 
yang pernah ditangani Akil 
selama menjadi hakim MK. 
Kemungkinan adanya cacat 
atau terjadi kekeliruan putu-
san berpotensi menyeruak ke 
permukaan karena putusan 
Akil pada kasus itu tidak me-
menuhi rasa keadilan.

Namun, kekeliruan putusan, 
kalau memang ada, secara 
teoretis tidak mungkin diubah 
mengingat sudah fi nal. Hanya, 
dalam rangka mencari keadi-
lan yang tidak hanya bersifat 
prosedural, upaya korban 
putusan  tersebut perlu diberi 
ruang untuk memperoleh ak-
ses keadilan yang substantif. 

Kelima, posisi pembentukan 
Dewan Kode Etik yang bertu-
gas mengawasi hakim, mene-
rima laporan pengaduan ma-
syarakat, memeriksa hakim 
terlapor, dan menjatuhkan 
sanksi hakim kecuali pember-
hentian karena pemberhen-
tian hakim MK harus melalui 
mekanisme Majelis Kehorma-
tan Hakim (MKH). Peraturan 
MK No 2 Tahun 2013 tentang 
Dewan Etik tidak mengatur 
hal itu dan menyerahkan se-
penuhnya ke panitia seleksi.   
Pemberian tugas Dewan Kode 
Etik dalam hal ini sangatlah 
penting untuk meningkatkan 
sistem pengawan internal dan 
eksternal guna meningkatkan 
kepercayaan kepada MK.

Keenam, suatu hal harus di-
ketahui hakim MK dan pejabat 
publik saat ini, mereka harus 
segera mengubah mindset 
untuk tidak korupsi dan mela-
kukan pencucian uang (money 
laundry) karena pejabat publik 
merupakan politically exposed 
person (PEP), atau orang yang 
diberi tanda bendera untuk 
dicermati seberapa besar dan 
cepatnya transaksi keuangan 
yang dilakukan olehnya. Se-
cara baik sadar maupun tidak 
sadar, Akil telah nyata seba-
gai seorang PEP yang dengan 
gampang diketahui PPATK 
dalam bertransaksi.  

Tentu publik sangat ber-
harap atas janji Wakil Ketua 
MK Arief Hidayat yang diu-
capkan dalam uji kelayakan 
5 Maret 2013, dengan me-
ngatakan  untuk mendapat-
kan putusan hakim MK yang 
memenuhi rasa keadilan  MK 
harus independen dari in-
tervensi politik. Selamat be-
kerja.

KASUS korupsi saat 
ini sudah menjamah 
eksekutif, legislatif, 
dan yudikatif. Ham-

pir tidak ada lembaga negara 
yang bersih dari korupsi se-
lain Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK).  Semoga KPK 
tetap menjaga integritasnya itu. 
Maraknya kasus korupsi men-
jadi konsumsi publik melalui 
pemberitaan media massa. Um-
umnya para tersangka tampil 
sebagai individu yang religius. 
Jarang sekali wajah, penam-
pilan, dan bahasa tubuh me-
reka memperlihatkan penye-
salan atau tertekan. Terbukti 
mereka masih bisa tersenyum, 
menjawab pertanyaan war-
tawan, dan berdandan.

Menarik memahami tampil-
an tersangka koruptor dengan 
menggunakan kajian semi-
otika. Menurut Paul Cobley dan 
Litza Janz, semiotika berasal 
dari kata seme, bahasa Yunani 
yang berarti penafsir tanda. Se-
miotika, yang biasanya didefi -
nisikan sebagai pengkajian 
tanda-tanda (the study of signs), 
berarti juga studi sistematis 
mengenai produksi dan in-

terpretasi tanda, bagaimana 
cara kerjanya, apa manfaatnya 
terhadap kehidupan manusia. 
Salah satu bapak semiotika 
modern Ferdinand De Saussure 
menyatakan semiotika adalah 
suatu ilmu yang mengkaji ke-
hidupan tanda-tanda di dalam 
masyarakat, artinya proses 
pemaknaan terhadap sesuatu 
yang menjadi tanda, lambang, 
isyarat, dan gejala. 

Dalam konteks pemberitaan 
kasus korupsi para tersangka 
memproduksi tanda baik ba-
hasa, ide, pikiran, perasaan, 
benda, dan tindakan. Mereka 
juga memproduksi lambang, 
yaitu sesuatu yang dapat me-
nandai sesuatu yang lain secara 
konvensional, tidak secara ala-
miah dan langsung, dan mem-
berikan sinyal atau isyarat dan 
juga gejala. Semua produksi 
tanda, lambang, isyarat, dan 
gejala kemudian dipergunakan 
media sebagai sumber infor-
masi yang ditransformasikan 
kepada masyarakat. 

Wajah tersangka
Angelina Sondakh terlibat 

dalam kasus korupsi Wisma 

Atlet dan Miranda S Goeltom 
tersandung kasus suap ang-
gota DPR berkaitan dengan 
pencalonan dirinya sebagai 
Deputi Gubernur Senior Bank 
Indonesia (BI). Angelina dan 
Miranda pada awal kasus me-
nampilkan wajah yang penuh 
senyum dan ramah. Dalam 
kajian semiotika, itu bermakna 
bahwa tersangka masih dapat 
mengendalikan kasus yang me-
libatkan diri mereka. Namun, 
dalam proses persidangan 
Angelina mulai menampak-
kan wajah yang sendu, sedih, 
dan tidak gembira. Tampilan 
tersebut merupakan tanda se-
kaligus isyarat dan bermakna 
mulai muncul keputusasaan 
tersangka terhadap proses hu-
kum yang berlangsung. 

Sedangkan wajah Miranda 
tidak banyak berubah dari awal 
dan akhir proses persidangan. 
Dia selalu penuh senyum tetapi 
tegas, yang bermakna bahwa 
yang bersangkutan yakin dan 
percaya bahwa apa yang di-
alami hanyalah satu proses 
dalam hidup, dan tidak akan 
berpengaruh besar bagi karier 
dan citra dirinya. Hal itu se-
kaligus menampilkan sosok 
yang mandiri dan tangguh 
dengan segala persoalan yang 
dihadapi, dan menjadi lambang 

bagi kekuatan Miranda.
Tampilan wajah yang sedikit 

tegang tetapi tetap cool justru 
ditampakkan mantan Kepala 
Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) 
Polri Irjen Djoko Susilo. Dapat 
diartikan bahwa Djoko sangat 
mungkin merasa malu atau 
bahkan tidak bisa menerima 
tuduhan korupsi hanya ditim-
pakan kepada dirinya. Namun, 
tampilan wajah cool dapat di-

artikan bahwa kasus itu masih 
mungkin dapat ‘diatur’ untuk 
hal hukuman karena Djoko ma-
sih cukup berpengaruh. 

Wajah sangat periang justru 
muncul dari mantan Menpora 
Andi Alifi an Mallarangeng yang 
terlibat kasus kompleks olah-
raga Hambalang. Dengan wa-
jah penuh senyum dan terbuka 

dapat dimaknai bahwa dia 
tidak merasa khawatir. Andi 
tidak merasa hancur dan meya-
kini tidak bersalah. Di sisi lain, 
itu menunjukkan tampilannya 
bermakna tersangka sangat 
bertanggung jawab dan siap 
bekerja sama menuntaskan 
kasus korupsi Hambalang. 

Sikap percaya diri juga diper-
lihatkan mantan Ketua Mah-
kamah Konstitusi (MK) Akil 
Mochtar. Pada awal penang-
kapan oleh KPK dia meng-
umbar senyum dan menga-
cungkan jempol, yang dapat 
dimaknai tersangka merasa 
tidak bersalah dan akan dapat 
membuktikan keyakinan terse-
but. Hal tersebut diperkuat be-
berapa pernyataannya bahwa 
dia tidak menerima suap dan 
itu ialah jebakan. Tanda jempol 
merupakan isyarat bahwa yang 
bersangkutan tetap percaya 
diri, benar, dan baik-baik saja 
kondisinya. 

Paling menarik ialah apa 
yang ditampilkan Ahmad 
Fathanah yang terlibat korupsi 
impor sapi dan sekaligus me-
nyeret mantan Presiden Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi  
Hasan Ishaaq. Fathanah selalu 
senyum sem ringah dan tenang. 
Tersangka sangat mungkin ti-
dak merasa khawatir dengan 
kasus yang dialami karena ti-
dak akan memengaruhi reputa-
sinya. Justru, yang reputasinya 
rusak ialah PKS yang dikenal 
sebagai partai bersih, suci, pror-

akyat, dan menolak korupsi.
Tanda yang paling mencolok 

dan menarik ialah pakaian 
dan aksesori yang digunakan 
para tersangka dan terdakwa 
kasus korupsi. Angelina, Nunun 
Nurbaity, dan Miranda selalu 
tampil dengan pakaian yang 
bagus, rapi, dan enak dilihat. 
Mereka sangat fashionable 
dengan pakaian dan aksesori 
bermerek. Hal itu merupakan 
tanda bahwa mereka berduit 
dan paham mode. Bukankah 
sebenarnya itu lambang dari 
seseorang atau kelompok yang 
tidak memiliki rasa malu dan 
tidak risih dengan korupsi yang 
telah mereka lakukan? 

Mereka sangat nyaman me-
nunjukkan menikmati ‘uang 
korupsi’, dan hal tersebut se-
olah-olah bukan masalah pen-
ting. Itu merupakan isyarat 
bobroknya kualitas pejabat dan 
politisi negeri ini. 

Media massa dan korupsi 
Apa yang ditampilkan media 

dan dikonsumsi masyarakat 
menjadi sumber informasi dan 
juga sumber rujukan. Penga ruh 
media massa yang besar dalam 
membentuk persepsi dan opini 
masyarakat mengenai suatu pe-
ristiwa telah me nempatkannya 
sebagai sumber informasi u-
tama, dan sekaligus ikut me-
nyingkirkan sumber-sumber 
informasi lainnya. 

Pengaruh media yang besar 
jika dikaitkan dengan terpaan 

media yang isinya mengenai 
kasus-kasus korupsi dan pem-
beritaan secara terus-menerus 
telah ikut berpartisipasi dalam 
proses rekonstruksi pola pikir 
dan budaya masyarakat In-
donesia. Masyarakat belajar 
bahwa korupsi yang dilaku-
kan dapat memperkaya diri 
dan diusahakan tidak diketa-
hui. Seandainya diketahui dan 
tertangkap juga masih dapat 
‘diatur’ sedemikian rupa untuk 
meringankan hukuman.

Terpaan media mengenai 
korupsi menciptakan ‘pema-
haman yang salah’ di tengah 
masyarakat. Hal itu berakibat 
fatal bagi pembangunan fi sik 
dan moral bangsa. Media se-
bagai sumber informasi utama 
harus berpikir ulang atau me-
lakukan rekonstruksi secara 
serius mengenai konten atau 
isi berita baik dari segi bahasa, 
gambar, dan strategi penyajian. 
Sehingga pemberitaan media 
dapat menjadi sumber infor-
masi yang mampu mengon-
struksi masyarakat yang lebih 
baik terkait dengan masalah 
korupsi. Media harus menjadi 
pionir dalam pembe rantasan 
korupsi dan tidak menjadi 
sumber informasi yang justru 
memperbesar jumlah koruptor 
secara tidak disadari. Karena 
itu, diperlukan pemberitaan 
mengenai korupsi yang justru 
memunculkan efek jera di te-
ngah masyarakat, termasuk 
pada para penjabat negara.

Semiotika para Koruptor

MK dalam Bayang 
Ketidakpercayaan

Umaimah Wahid
Dosen Fikom Universitas Budi Luhur
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Jamal Wiwoho 
Guru Besar Fakultas Hukum,  Purek II UNS
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g
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Tanda jempol 
merupakan isyarat yang 
bersangkutan percaya 
diri dan baik-baik saja 

kondisinya.
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